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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian melalui studi pustaka, dalam upaya menjawab
rumusan masalah penulisan hukum ini, penulis memperoleh hasil penelitian
sebagaimana pemaparan berikut.

Bertolak dari penjabaran dalam Bab II, maka UU No. 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum mencerminkan keadilan
sosial bagi pelaku usaha. UU a quo disimpulkan belum mencerminkan
keadilan sosial karena tidak terpenuhinya satu dari tiga tolak ukur suatu
tindakan pemerintah (baca: kebijakan) tersebut dinyatakan adil.

Adapun ketidak adilan tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 39
UU a quo terkait pengenaan sanksi administrasi yang ditujukan hanya pada
Usaha Menengah dan Besar saja. Tidak diaturnya pengenaan sanksi
administrasi terhadap Usaha Kecil dan Menengah justru mengakibatkan
ketidakadilan dalam penegakan hukum. Pengenaan sanksi pidana kepada
Usaha Kecil dan Menengah tanpa pengenaan sanksi administrasi yang dalam
hal ini berperan sebagai peringatan adalah hal yang tidak wajar. Mengingat
bahwa pengenaan sanksi pidana langsung mengacu pada hak azasi
manusianya, dapat disimpulkan bahwa tidak dikenakannya sanksi

administrasi pada Usaha Kecil dan Menengah adalah ketidakadilan hukum.
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Pembedaan pemberian aksesibilitas berdasarkan kondisi sosial dalam
kebijakan UU a quo telah mencerminkan social equity/ keadilan sosial (baca :
keadilan berdasarkan kondisi/kebutuhan sosial, ekonomi dan tinjauan
efisiensi) bagi pelaku usaha. Namun, Mengingat bahwa hukum adalah suatu
kesatuan materi, ketidakcermatan legislatur dari segi punitive dalam
merancang UU a quo, berdampak pada tidak tercerminnya unsur keadilan
sosial bagi pelaku usaha secara menyeluruh. Ketidakcermatan tersebut dapat
berdampak pada potensi timbulnya persaingan tidak sehat dan kerugian

penerimaan pajak negara.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam
melakukan revisi terhadap pasal terkait dalam UU a quo. Revisi tersebut
diharapkan dapat mengubah ketentuan pengenaan sanksi administratif yang
semula hanya ditujukan bagi Usaha Menengah dan Besar, menjadi
diberlakukan bagi pelaku usaha secara menyeluruh. Hal tersebut ditujukan
untuk mencerminkan penerapan keadilan sosial yang merata (social equity).

Selain daripada itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pembuat kebijakan maupun seluruh pihak yang terlibat dalam
pembuatan kebijakan publik di masa yang akan datang. Melalui hasil
penelitian ini, legislatur diharapkan dapat memperhatikan akumulasi efek
dan dampak dari pemberlakuan regulasi baru yang tidak hanya sekedar

menyelesaikan permasalahan hukum dan/atau mengisi kekosongan hukum
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pada ‘saat dirancangnya’ hukum tersebut. Hukum yang baik adalah hukum
yang tidak hanya menyelesaikan masalah ‘saat tertentu’ saja, melainkan juga
menyelesaikan masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari (baca :
fungsi preventif).

Pertimbangan dalam pembuatan regulasi diharapkan juga untuk
mengikutsertakan perhatian terhadap dinamika perubahan terhadap hal yang
akan diatur dalam penerbitan/pemberlakuan hukum baru. Hal ini dikarenakan,
pada hakekatnya, norma hukum Indonesia bersifat pluralistik dengan
kepentingan umum sebagai tujuan utamanya. Artinya, pengaturan kebijakan
harus dilaksanakan dengan cermat dengan menghindari potensi munculnya

kesenjangan-kesenjangan sosial.
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Lampiran 1. Penjelasan Penghitungan Marginal Profit

dan 2012.

Gambar 1 Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berikut adalah penghitungan marjinal profit yang diperoleh oleh UMKM pada tahun 2011

TAHUN 2011 1 TAHUN 2012 PERKEMEANGAN
NO INDIKATOR SATUAN PANGEA PANGSA RN AT
JUMLAH poon JUMLAH s JUMLAH [5)
[F%) 13 il % 151 18 m L] L]

1 | UMIT USAHA [A£B) [Unig) 55211396 56.530.560 1328.163
A, Usaha Mikro, Kzcil don Menengah [UMKM) [Unit] 55.206.444 29,99 55.534.502 29,90 1.325.147 241
- Usaha Mikra {LI) [Unit) 54,550,060 02,82 55.856.175 25,70 1.206.207 23
- Usaha Kecil [UK) [Unit) 502,185 109 620.418 111 713 457
- Usaha Menengah{LM) [Unit) 44280 0.08 43.007 0,02 477 10,55
B. Usaho Besar [UB) [Unit) 4952 0,04 4968 0,01 16 0,32
2 | TENAGA KERIA [A+B) [Crang) 104,513,681 110.808.154 5.194.473 592
A, Usaha Mikro, Kecil don Menengah [UMKM) {Orang) 104.722.458 07,24 107.657.500 97,15 5.035.051 5,83
- Usaha Mikra (L) {Orang) 04 057,797 80,77 09,850 517 ap 12 4.801.720 516
- Usaha Kecil {UK) {Orang) 3,515,892 375 4535.970 408 515.977 1571
- Usaha Menangah{LUM) {Orang) 2,544,569 2m 3.262.023 254 417354 14,67
B. Usahe Besar [UB) [Grang) 2.891.224 2,76 3.150.645 254 259.422 8,97
3 | PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU [A+B) [Rp. Mikyar) TA45344 6 B.241 8643 786.519,7 10,70
A. Usaha Mikro, Kecil don Menengah [UMKM) {Rp. Milyar) 4321.830,0 58,05 4.559.568,1 58,08 547.738,2 12,67
- Usaha Mikra (LK) (Rp. Mityar] 25753834 34,64 29511206 3581 3717322 1441
- Usaha Kecil {UK) (Rp. Mityar] 7402713 234 798.122,2 9,68 57.850,8 7.8
- Usaha Menengah{LM) [Bp. Milyar] 10021703 13,48 1120.325,3 13,50 112.155,0 11,79
B. Usaho Besar [UB) [Rp. Milyar) 31235146 41,95 33722051 40,92 2487815 7,06

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM,2014

Berdasarkan perkembangan UMKM diatas diambil data untuk tahun 2012 sebagai

contoh dan simulasi dasar perhitungan jumlah omset rata-rata UMKM pertahun.

Tabel 1.1 Perhitungan Jumlah Omset Rata-Rata UMKM Pertahun

2012
Mikro Kecil Menengah
PDB (Rp Miliar) 2.951.120,60 798.122,20 1.120.325,30
Unit Usaha (Unit) 55.856.176 629.418 48.997
Rata-rata omset 0,052834276 | 1,268032055 2286518154
(Rp Miliar)

Sumber: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR-RI, 2014



Lampiran 2. Penjelasan Perkembangan Jumlah UMKM dari Tahun 2015

Berikut adalah data perkembangan jumlah UMKM sejak Tahun 2010 sampai dengan
Tahun 2015 yang disajikan oleh Kementrian Koperasi dan UKM

Gambar 2. Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2010 s.d. Tahun 2015
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Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2017





